
Salinan 

BUPATIBOJONEGORO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 
NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 

Mengingat 

yang pada intinya menyatakan "Kepala Daerah 

menyarnpaikan rancangan Peraturan Daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 

dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir"; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten / Kota Dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9) sebagairnana te1ah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 

Nomor 224, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telab diubab beberapa kali , 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 

tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambaban 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintab Nomor 109 Tabun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerab dan Walcil Kepala 

Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 

Nomor 210, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 48, 

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telab diubab dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tabun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambaban 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tabun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 

2005 Nomor 137, Tambaban Lembaran Negara RepubIik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2005 Nomor 138, Tambaban Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telab 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 110, 

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

RepubJik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor I, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

22 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2018 tentang Standart 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenlang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

30. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan 

sebagaimana telah diubah beberapa 

Keuangan Daerah. 

kaJi, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 

tentang Penggunaan Dana Bagi HasiI Cukai Tembakau dan 

Sanksi Alas PenyaJahgunaan Alokasi Dana Bagi HasiI Cukai 

Tembakau; 

32. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana teIah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; 

33. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis AkruaJ Pada Pemerintah Daerah; 

34. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan alas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 
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35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomar 3 Tahun 

2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 2); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomar 9 Tahun 

2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 2010 Nomor 9); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomar 13 Tabun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomar 16 Tabun 

20 I 0 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 20 I 0 

Nomor 16); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor II Tahun 

20 II tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 20 II 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2013 Nomor II); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomar 16 Tabun 

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 20 II Nomor 17) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 5); 
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